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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

   

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 

191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian 

dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 

43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, 

Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar 

Minyak, perlu pedoman bagi Perangkat Daerah dalam 

menerbitkan Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis 

Bahan Bakar Minyak Tertentu; 

b. bahwa Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas 

Bumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan 

Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah 

untuk Pembelian Bahan Bakar Jenis Tertentu tidak 

sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum 

sehingga perlu diganti; 

www.peraturan.go.id



2019, No.1405 -2- 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi 

tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah 

untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4152); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang 

Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan 

Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas 

Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur 

Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak 

dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui 

Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5308); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 

tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4996); 

4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang 

Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran 

Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 

Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan 

Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83); 

5. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan 

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan 

Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan 

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan 

Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103); 

6. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi 

Nomor 07/P/BPH Migas/IX/2005 tentang Pengaturan 

dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan 

Bakar Minyak; 

7. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi 

Nomor 09 Tahun  2015 tentang Penugasan Badan Usaha 

untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan 

Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak 
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Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia 

Nomor 1354 Tahun 2015); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS 

BUMI TENTANG PENERBITAN SURAT REKOMENDASI 

PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBELIAN JENIS BAHAN 

BAKAR MINYAK TERTENTU. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya 

disebut Jenis BBM Tertentu adalah minyak tanah 

(kerosene) dan minyak solar (gas oil). 

2. Surat Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh 

Perangkat Daerah kepada konsumen pengguna Jenis 

BBM Tertentu untuk melakukan pembelian Jenis BBM 

Tertentu. 

3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD 

adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

4. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas 

daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas 

tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan 

kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai 

tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau 

bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas 

keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang 

perikanan.   

5. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang 

selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan 

yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan 

pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian 
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Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan 

Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir. 

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.  

7. Badan Usaha Penugasan yang selanjutnya disingkat BUP 

adalah badan usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak 

dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari 

Pemerintah melalui Badan Pengatur untuk 

melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian 

Jenis BBM Tertentu. 

8. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan 

usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha 

Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk 

melakukan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak. 

9. Konsumen Pengguna adalah konsumen yang berhak 

menggunakan Jenis BBM Tertentu yang merupakan 

pengguna akhir atau yang menggunakan Jenis BBM 

Tertentu untuk kebutuhannya sendiri dan tidak 

diperjualbelikan kembali. 

 

Pasal 2 

Peraturan Badan ini bertujuan: 

a. memberikan petunjuk teknis bagi Kepala PD/Kepala 

Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa dalam 

menerbitkan Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis 

BBM Tertentu; 

b. meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah atau 

Pelabuhan Perikanan dalam upaya pengawasan terhadap 

pendistribusian Jenis BBM Tertentu; 

c. menjamin tertib pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 

Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala 

PD/Kepala Pelabuhan Perikanan/Lurah/Kepada Desa 

secara transparan dan akuntabel untuk pembelian Jenis 

BBM Tertentu; dan 
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